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ABSTRAK

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mekanisme
kerja advokat, di samping memberikan legitimasi juga sebagai rambu-rambu sebagai
bentuk kontrol tanggung jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan
perkerjaan terhormat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 sebagai
lex speciali, maka pelaksanaan tugas advokat sebagai officium nobile seharusnya bisa
lebih terarah karena sudah mempunyai landasan yuridis yang terpadu dan jelas.

' Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat setelah disahkan sebagai peraturan tanpa
ditandatangani presiden dan juga menjelaskan konsekuensi hukum terhadap Undang-
Undang Advokat yang berlaku sebagai salah satu peraturan yang sah meskipun tidak
ditandatangani Presiden.

Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini
didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan
dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan yang akan membahas dan
menganalisis data dengan cara pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan
uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan dengan

permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat
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BAB 1 o —

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Amandemen dalam UUD 1945 dianggap sebagai arus perubahan besar yang
melanda sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan terjadi dalam proses dan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk perihal hubungan kerja antar
lembaga tinggi negara. Beberapa pasal yang mengatur kekuasaan Presiden dan DPR,
utamanya dalam membentuk Undang-Undang mengalami perubahan besar. !

Berbagai kalangan menduga bahwa perubahan besar dalam hal pembentukan
Undang-Undang itu secara langsung terkait dengan kekuasaan Presiden yang amat
besar nyaris tanpa mekanisme checks and balances. Melihat hasil perubahan itu, tak
dipungkiri bahwa salah satu target utama amandemen konstitusi adalah tentang
lembaga kepresidenan (presidency) dan lembaga perwakilan rakyat. 2

Berkaitan dengan hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku salah satu
pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan perubahan konstitusi berkomitmen
untuk mempertegas sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu
rumusan yang dihasilkan ialah upaya menyeimbangkan kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif dalam suatu sistem checks and balance yang lebih sepadan,
Transformasi UUD 1945 menghasilkan konstitusi bercirikan legislative heavy bukan

lagi MPR heavy ataupun executive heavy. Pergeseran dari executive heavy menjadi

! Fajar Laksono dan Subardjo, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden, Yogyakarta
: U Pers, 2006, him.6

2 Ibidhim. 6



DPR heavy kian nyata karena kekuasaan membuat Undang-Undang tidak lagi berada
ditangan Presiden melainkan di tangan DPR, Presiden hanya berhak mengajukan
rancangan Undang-Undang. Hal ini tegas dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) UUD
1945 dan pasal 20 UUD 1945. Perubahan radikal terhadap pasal-pasal itu adalah
dengan mengurangi secara signifikan kekuasaan presiden dalam membuat Undang-
Undang. Kekuasaan legislatif presiden digeser menjadi proses politik di DPR sebagai
kekuatan paling dominan dalam menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang ada
dalam konstitusi. Padahal sebelum dilakukan dilakukan perubahan, DPR hanya
berfungsi legislasi semu karena posisinya sekedar ”tukang stempel” dalam setiap
pembuatan Undang-Undang. 3

Namun demikian, perubahan konstitusi telah menempatkan kekuasaan
legislasi di tangan DPR bukan berarti Presiden tidak lagi memiliki peran dalam
proses pembentukan Undang-Undang. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
menyebut bahwa suatu rancangan Undang-Undang hanya dapat menjadi Undang-
Undang apabila ada persetujuan bersama DPR dan Presiden. Rancangan Undang-
Undang tidak mendapat persetujuén bersama maka Rancangan Undang-Undang
tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Konsekuensi terjadinya sharing of legislative power (pembagian kekuasaan
legislatif) dalam proses legislasi menyebabkan adanya dua hal penting yang patut
dicermati, yaitu pertama, keabsahan Undang-Undang didasarkan pada persetujuan

bersama antara DPR dan Presiden. Kedua, setelah 30 hari maka Undang-Undang

3 Ibid, Kim.7



tersebut berlaku secara otomatis meski tidak mendapatkan pengesahan Presiden
karena konstitusi mengharuskan kepada Presiden untuk mengundangkannya dalami
Lembaran Negara.4

Kedua hal tersebut merupakan pernyataan yang saling terkait sehingga sangat
layak dipertanyakan jika sebelumnya telah ada persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden namun sesudah itu Presiden tidak bersedia mengesahkan suatu Rancangan
Undang-Undang, tetapi Rancangan Undang-Undang itu tetap diundangkan.
Kemudian ditegaskan oleh Kkonstitusi, dalam kondisi apapun keabsahan suatu
Undang-Undang adalah dengan adanya pengesahan Presiden karena konstitusi telah
mengharuskan. Hal ini mengandung makna jika Presiden tidak bersedia mengesahkan
suatu Rancangan Undang-Undang maka sama dengan Presiden melakukan
pelanggaran hukum apalagi terhadap konstitusi maka dapat dimintai
pertanggungjawaban (impeachmenl).'5

Seharusnya masalah tidak perlu muncul jika rumusan Pasal 20 berhenti pada
ayat (4) UUD 1945 saja, karena sebagaimana termasuk dalam Pasal 20 ayat (4) UUD
1945 menjadi klausul pengunci yang menutup peluang Presiden untuk tidak bertindak

lain kecuali mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama

DPR menjadi Undang-Undang.®

: Pasal 20 ayat (5) UUD 1945
Fajar Laksono dan Subardjo, Op.cit. him.9

s
Denny Indrayana. Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Band s
Pustaka, 2011. HIm.195 ngkaran. Bandung: PT. Mizan




Namun kemudian disepakatinya rumusan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 justru
membuka peluang Presiden melakukan tindakan tidak mengesahkan Rancangan
Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR. Di dalam Pasal 20 ayat (5) UUD
1945 dinyatakan bahwa 7

"Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari Undang-

Undang, dan wajib diundangkan.”

Menanggapi fenomena Kketatanegaraan itu, muncul setidaknya dua
pemahaman terkait dengan problem pengesahan Presiden. Satu pihak menilai bahwa
ketentuan Presiden mengesahkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 ayat (5) UUD
1945 adalah untuk melaksanakan prinsip check and balance sekaligus menjadi jalan
keluar kebuntuan konstitusi ketika Presiden benar-benar tidak mengesahkan Undang-
Undang.

Sampai saat ini sudah ada empat Undang-Undang yang berlaku tanpa adanya
pengesahan dari Presiden. Keempat Undang-Undang ini masih menjadi perbincangan
hangat di kalangan pakar hukum dan masyarakat. Banyak pihak yang bertanya-tanya
siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap
Undang-Undang ini apabila Presiden tidak turut menandatangani Undang-Undang
meskipun pada pasal 20 ayat (5) Undang-Undang ini haruslah tetap diundangkan dan
wajib diundangkan meskipun tanpa adanya tanda tangan Presiden dan dibuat di dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

7 Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945




L.

Ada 4(empat) Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tanpa disahkan oleh
Presiden® yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Provinsi Kepulauan
Riau, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18
tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu dari keempat Undang-Undang yang tidak
ditanda tangani presiden tersebut yang masih menuai kontroversi hingga sekarang
adalah Undang-Undang advokat (Undang Nomor 18 Tahun 2003). Ketua Mahkamah
Konstitusi pada saat Undang-Undang ini disahkan yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddigie
menyatakan bahwa Undang-Undang ini baik dari awal pembentukan hingga
pengesahannya menimbulkan berbagai permasalah yang dari kalangan advokat itu
sendiri meskipun sebenarnya Undang-Undang advokat ini sebenarnya telah sah
menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan pasal 20 ayat 5 yang dibuat di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan adanya permasalahan-permasalahan
ini muncullah berbagai permohonan uji materil (judicial review) dari berbagai
kalangan advokat yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan berbagai
Pasal yang dianggap kurang jelas dan kurang menguntungkan pihak-pihak advokat.
Beberapa permohonan uji materil tersebut yaitu terkait dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal
32 ayat (2), Pasal 31, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (10 dan ayat (3), dan
beberapa pasal lainnya. Selama Undang-Undang ini resmi diundangkan hingga
sekarang terdapat sembilan kali pengajuan permohonan uji materil terhadap Undang-

Undang Advokat ini, meskipun hanya beberapa permohonan saja yang dikabulkan

* Fajar Laksono dan Subardjo, Op.cit,.. him.10



oleh Mahkamah Konstitusi. Dari permohonan-permohonan uji materil tersebut diatas
maka mempengaruhi juga dengan eksistensi Undang-Undang Advokat dalam
praktiknya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih tema penulisan skripsi ini
dengan judul EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT SEBAGAI PERATURAN YANG BERLAKU TANPA

PENGESAHAN PRESIDEN.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat
beberapa permasalahan, yaitu :
1. Bagaimana eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
advokat setelah disahkan sebagai peraturan tanpa ditandatangani Presiden?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Advokat yang

berlaku sebagai salah satu peraturan yang sah tanpa ditandatangani Presiden?

C. Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang advokat setelah disahkan sebagai peraturan tanpa ditandatangani

Presiden.



2.  Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Advokat
yang berlaku sebagai salah satu peraturan yang sah meskipun tidak
ditandatangani Presiden.

D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan
pengetahuan bagi aktivitas akademika mengenai Hukum Tata Negara dan
Undang-Undang mengenai Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003.

2. Secara Praktis
Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi
mengenai Hukum Tata Negara dan Ilmu Hukum dalam praktiknya di

masyarakat.

E. Kerangka Teori

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan
langsung dari rechtstaat. Istilah rechtstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX
meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.

Konsep rechistaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme

sehingga sifatnya revolusioner. Konsep ini bertumpu atas sistem hukum eropa



kontinental yang disebut civil law dan yang menjadi kérakteristilmya adalah
administratif, Ciri-ciri dari rechistaat adalah sebagai berikut : °
a. adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang
hubungan antara penguasa dan rakyat ;
b. adanya pembagian kekuasaan negara ;
c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral rechtstaat adalah pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip
kebebasan dan persamaan. Adanya UUD akan memberikan jaminan konstitusional
terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk
menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada
penyalahgunaan kekuasaan. |

Menurut Wirjono Prodjodikoro,'® negara hukum berarti suatu negara yang
didalam, wilayahnya adalah :

1. semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan
dari pemerintah dalam rindakan baik terhadap para warga negara maupun
dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-

wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum

yang berlaku;

9 .y
le Matul Huda., Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2005 him. 74
Ibid, him.75



2. semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku ;

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab
pada akhimya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau
pemerintah diartikan sebagai hukum yaﬁg dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan
rakyat.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari
asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat
administrasi  berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar Undang-Undang,
badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang
dapat mengubah atau memenuhi keadaan hukum warga masyarakat.

Guna menghindari penggunaan kewenangan bebas (vrij bestuur)dan
wewenang kebijaksanaan (freies ermessen) yang disalahgunakan dan agar tetap
berada dalam batas-batas hukum maka kehadiran dan peranan hukum administrasi
menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam suatu negara hukum dikenal teori pembagian kekuasaan. Menurut teori
konstitusi,' terdapat dua macam pembagian kekuasaan dalam suatu negara, yaitu
pembagian kekuasaan yang vertikal dan pembagian kekuasaan yang horizontal.
Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, sedangkan pembagian kekuasaan horizontal adalah

"' Munir Fuady., Teori Negara Hukum Modern (Rechistaat . .
him. 103 (R Y, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009,
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pembagian kekuasaan yang ada ditingkat pusat maupun daerah, yaitu pembagiannya
ke dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan horizontal ini
dikenal dengan nama trias politica yang digagas oleh Montesquieu.

Menurut Montesquieu, bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan,
yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan pelaksana Undang-Undang
dan kekuasaan mengadili sesuai Undang-Undang. Ketiga kekuasaan ini harus .
diberikan pada pihak yang berbeda-beda, terutama untuk menjaga agar hak-hak
rakyat tidak dilanggar. Menumpuknya ketiga kekuasaan ini pada satu tangan akan
sangat berbahaya dan dapat menyebabkan korupsi dan kesewang-wenangan.

Di Indonesia, secara substantif UUD 1945 banyak sekali mengandung
kelemahan. Hal ini dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar
tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai, sehingga UUD 1945
biasa disebut executive heavy dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki
jabatan presiden.

Salah satu gagasan yang dikemukakan untuk memperbaiki dan mengubah
sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia adalah dengan menawarkan usulan
tentang sistem dan mekanisme checks and balances (sistem perimbangan kekuasaan
antar alat kelengkapan organisasi negara)'” di dalam sistem politik dan ketatanegaran.

Dalam pembuatan Undang-Undang, seluruhnya di dominasi oleh eksekutif
baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Dominasi eksekutif dalam membuat,

melaksanakan, dan menafsirkan Undang-Undang menjadi begitu kuat di dalam sistem.

12 1bid, him. 97



11

politik yang executive heavy karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan
Undang-Undang. Pengujian Undang-Undang oleh lembaga yudisial dalam apa yang
dikenal sebagai judicial review hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui
legislative review atau political review.

Ketika wacana memasukkan sistem checks and balances anatara lembaga
legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, maka dominasi Presiden dalam
proses legislasi di geser ke DPR. Jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR
sebuah Rancangan Undang-Undang belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden,
maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah sebagai Undang-Undang dan wajib
diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden (Pasal 20 ayat 5 UUD 1945,
hasil perubahan).

Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif, maka gagasan checks and
balances mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD.

Hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur
pengujian isi (uji materi) saja, tetapi juga pengujian prosedur (uji formal). MK
menguji Undang-Undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji Peraturan
Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang diatasnya.
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F. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada

Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .

G. Metode Penelitian
1.  Pendekatan Penelitian
Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini mempunyai tipe pendekatan
Yuridis Normatif.!> Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada
norma-norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-
Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang
ada dalam masyarakat, juga melihat hubungan suatu aturan dengan aturan
lainnya secara hierarki'®, pendekatan ini pun dilakukan dengan cara
menginventaris data primer dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini penting untuk dapat
memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penelitian.
Dengan digunakannya tipe penelitian yuridis normatif ini, maka penulis
akan mempelajari dan menelaah serta menganalisis keberlakuan asas-asas

hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan Peraturan Perundang-Undangan

:: Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him. 175

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-Undangan yang didasarkan pada asas
bahwa peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081025015622AAVYTRS diakses tanggal 12
Maret 2014
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yang berlaku, khususnya terkait dengan Hukum Tata Negara yang berkaitan

dengan Pembentukan dan Eksistensi Undang-Undang Advokat di Indonesia.

2.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri

dari:"®

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan
hukum tersebut terdiri dari literatur-literatur, UUD 1945, Undang-
Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan sumber hukum
lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan
permasalahan.

¢. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang
berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, kamus Bahasa

Indonesia, ensiklopedia, dan media cyber (internet).'

'3 Zainuddin Ali,Op.Cit him. 175-176
16 Ibid, him.176
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3.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada bahan
hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan
membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu
dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media
elektronik relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

4. Metode Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum
ini adalah teknik deskriptif analisis'’, dimana analisis data yang
dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data
primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori
yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk
menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup
lengkap, maka penulis mengolz;h dan menganalisis bahan dengan
memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan

dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

7 Ibidhim 177



5. Sistematika Penulisan
BABI
Berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan diangkat yaitu tentang
eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berikut dengan rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode

penarikan kesimpulan, dan sistematika penulisan.

BAB I
Berisi tentang penegasan permasalahan yang diangkat dan penggambaran

masalah di dalam skripsi ini.
BAB III

Berisi tentang jawaban dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat di

dalam skripsi ini.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dari skripsi ini dan saran.
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